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Abstrak 

Pilkada langsung dan demokratis merupakan bentuk mandat dari Pasal 18 ayatt (4) 

UUD NRI 1945. UU No. 10 Th 2016 mengatur tentang tahapan pemungutan suara 

mulai dari 2015, 2017, 2018, 2020, dan berakhir pada 2024. Menjadi sebuah 

persoalan dikarenakan Kepala Daerah hasil pemilihan 2020 memiliki masa jabatan 

kurang dari 5 tahun. Adanya norma yang tidak selaras antara Pasal 201 ayatt (7) 

dengan 162 ayatt (1) dan (2) UU No 10 Th 2016 mengakibatkan adanya konflik 

hukum terkait tumpang tindih norma yanggmengatur tentang masa jabatannKepala 

Daerah. Ketidaksesuaian antar norma tersebut yang membuat UU No. 10 Tahun 

2016 dilakukan judicial review ke MK pada perkara No. 18/PUU-XX/2022. 

Penelitiannini memakai metode yuridis normatif pendekatan UU, teori, kasus, dan 

analisis. Hasil penelitian iniimenyatakan bahwaahakim dalam memutuskan UU 

bertentangannatau tidak dengan UUD NRI 1945bbergantung padaapenafsiran 

mana yang digunakanndan ketidakserasian antara normayyang mengatur 

tentanggmasa jabatan Kepala Daerahidapat dilakukan menggunakannharmonisasi 

secara vertikal denganiasas lex superiori derogate legi inferiori. 

Kata Kunci : Harmonisasi, Masa Jabatan, Kepala Daerah 
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